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ABSTRACT

This study examines the challenges posed by agricultural gerontocracy
to the implementation of the Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) policy in
Labuapi Village, West Lombok Regency. Agricultural gerontocracy is
characterized by the dominance of older-generation farmers in the ownership,
control, and decision-making regarding farmland, thereby limiting younger
generations’ access to the agricultural sector. This study aims to analyze the
comparison of land ownership between older and younger generations of farmers,
patterns of land transfer and ownership, farmers’ responses to the establishment
of LP2B, and the role of LP2B in controlling land conversion and supporting
farmer regeneration. The method used is descriptive qualitative research, with
data collected through document analysis, interviews, Focus Group Discussions
(FGDs), and field observations. The research findings indicate that ownership
and control of agricultural land in Labuapi Village are still dominated by older-
generation farmers. Of the 232 farmers in five farming groups, 208 or about 90%
are older-generation farmers, while younger-generation farmers number only 24
or about 10%. The pattern of land control transfer occurs informally, gradually,
and on a family basis, while ownership transfer generally occurs through
inheritance. The establishment of the LP2B has been met with a generally positive
response, as it is seen as capable of ensuring the sustainability of agricultural
land; however, its effectiveness remains limited due to insufficient public
awareness, weak oversight, suboptimal incentives, pressure from housing
development, land fragmentation, and limited access to land for the younger
generation. Thus, while the LP2B serves as an instrument for protecting
agricultural land, it has not yet fully ensured land availability and the

regeneration of young farmers in Labuapi Village.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Gerontokrasi dapat didefinisikan sebagai sistem kepemimpinan yang
bergantung pada senioritas dan ditentukan oleh usia atau secara sederhana
juga sering dipahami sebagai bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh
orang-orang tua (Madikana et al., 2021). Dalam konteks pertanian, fenomena
gerontokrasi dapat digambarkan sebagai situasi pengelolaan usaha pertanian
yang didominasi oleh petani dari kalangan generasi tua. Gerontokrasi menjadi
tantangan bagi Indonesia yang merupakan negara agraris. Situasi negara
agraris dengan sumber daya manusia yang didominasi oleh generasi tua dapat
menjadi penghambat pengembangan usaha-usaha pertanian modern. Usaha-
usaha pertanian modern membutuhkan sumber daya manusia atau tenaga
kerja dari usia produktif. Hal ini penting untuk menopang adopsi teknologi
dan inovasi-inovasi pertanian yang harus dilakukan secara progresif (Dewi et
al., 2024).

Gerontokrasi pertanian terjadi karena beberapa faktor. Pertama adalah
kurangnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Menurunnya minat
generasi muda terhadap sektor pertanian disebabkan oleh sudut pandang yang
negatif terhadap sektor ini. Pertanian dinilai rendah, tidak bergengsi, atau
tidak memberikan kedudukan. Selain itu, pertanian juga dinilai tidak
memberikan sokongan kuat berupa gaji ataupun pendapatan (Oktaviani &
Rozci, 2024). Kedua adalah sulitnya akses anak muda terhadap lahan
pertanian. Lahan pertanian cenderung dikuasai oleh generasi tua sebagai
pemilik tanah. Ketiga, urbanisasi dan modernisasi. Generasi muda lebih
memilih keluar dari desa dan meninggalkan sektor pertanian untuk bekerja
pada sektor lain (Konyep, 2021). Keempat adalah tingkat pendidikan.
Pendidikan memberikan perspektif karir pada generasi muda yang biasanya
cenderung akan menjauh idealismenya dari pertanian. Kelima adalah adanya
perubahan sosial. Dalam hal ini, pencapaian individu dan daya tarik

perkotaan mempengaruhi minat generasi muda pada sektor pertanian.



Isu gerontokrasi pertanian sudah menjadi isu global. Di Indonesia
penurunan angka jumlah petani terjadi secara signifikan. Berdasarkan data
sensus Badan Pusat Statistika (2013) dalam rentang 10 tahun dari tahun
2003-2013, petani Indonesia mengalami penurunan sebanyak 3,2 juta orang.
Pada tahun 2003 jumlah petani Indonesia terdapat sejumlah 35 juta orang dan
pada tahun 2013 menurun menjadi 32 juta orang. Jumlah ini didominasi oleh
petani pada usia di atas 55 tahun. Secara keseluruhan, jumlah petani selama
periode 2003-2013 mengalami penurunan, dengan jumlah paling besar terjadi
pada kelompok usia 25-34 tahun yang berkurang sekitar 2,2 juta orang.
Dalam tahun 2023, berdasarkan data sensus Badan Pusat Statistik (2023)
terjadi penurunan pada jumlah Usaha Pertanian Perorangan sebanyak 7,45%
dari tahun 2013. Hasil survei dari Badan Pusat Statistika (2025) juga
menunjukkan pada tahun 2019-2024, persentase tenaga kerja informal sektor
pertanian di Indonesia menurun sejumlah 0,28%, dimana persentase petani
pada tahun 2019 sebesar 87,59% dan pada tahun 2024 sebesar 87,31%.

Jika gerontokrasi pertanian terus dibiarkan, maka sektor pertanian akan
bergerak semakin tidak stabil dan sulit berkembang. Generasi muda pada
akhirnya akan kurang memiliki fleksibilitas untuk berinovasi dan menentukan
arah usaha tani. Kondisi ini dapat menyebabkan semakin menjauhnya
generasi muda dari pertanian. Jumlah petani muda yang berkurang akan
berdampak signifikan terhadap usaha pertanian dan kapasitas produksi
pertanian sehingga akan berimbas pada pelemahan ketahanan pangan (M. M.
Taufigurrohman & Jayanti, 2022). Kurangnya perhatian pada regenerasi
petani akan menyebabkan stagnasi pada sektor pertanian yang lebih lanjut
akan bermuara pada Kkrisis generasi dan penurunan produktivitas.

Tanah merupakan faktor penting yang bisa memutus masalah
gerontokrasi pertanian. Generasi tua ataupun muda seharusnya memiliki
peluang yang sama untuk menjadi pelaku utama dalam usaha pertanian.
Dalam hal ini, generasi muda memiliki kesempatan besar untuk mendorong
pertanian menjadi lebih modern, kreatif dan berbasis teknologi (Tuah et al.,

2025). Aziza (2022) menuturkan young farmer atau petani milenial



merupakan suatu investasi untuk peningkatan SDM pertanian. Hal ini sejalan
dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2019 Tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia
Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045, yang mendefinisikan petani
milenial adalah petani dengan rentang usia 19-39 tahun yang adaptif terhadap
teknologi digital dan mendapat ruang peran sebagai SDM pertanian.
Klasifikasi petani yang disebut sebagai petani muda pada dasarnya
bervariasi. Petani muda atau yang juga sering disebut sebagai petani milenial
dapat didefinisikan sebagai petani generasi muda. Merujuk pada Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2013 Tentang Pedoman
Pengembangan Generasi Muda Pertanian, petani generasi muda adalah
mereka yang usianya berada pada rentang 15-34 tahun. Chen & Liang (2020)
menyebutkan bahwa petani yang berusia tua adalah mereka yang usianya
lebih dari 45 tahun (>45 tahun). Sementara itu, Septeri (2023)
mengklasifikasikan petani tua adalah mereka yang berumur lebih dari 55
tahun (>55 tahun). BPS 2023 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 menyebut bahwa usia petani tua adalah
mereka yang usianya lebih dari 40 tahun (>40 tahun). Secara umum petani
muda adalah mereka yang berusia kurang dari 40 tahun (>40 tahun),
sedangkan petani tua adalah mereka yang berusia lebih dari 39 tahun (<39
tahun). Situasi ini  menunjukkan bahwa regenerasi dan kebijakan
ketenagakerjaan pertanian menunjukkan terjadinya fenomena aging farmer.
Pemerintah  sebenarnya sudah Dberupaya menjawab problem
gerontokrasi pertanian di Indonesia. Salah satu yang diupayakan diantaranya
adalah dengan menetapkan sistem LP2B (Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan) sebagai lahan sawah yang dipertahankan untuk pertanian,
sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLP2B). Undang-Undang ini mengatur
sistem perencanaan, penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan

untuk mencapai kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.



Wicaksono (2020) menyebutkan bahwa ketersediaan lahan pertanian
menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya keberlanjutan peran sektor
pertanian. Hal ini sebenarnya sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan pasal 35 yang menyebutkan bahwa lahan pertanian yang
ditetapkan sebagai LP2B dilindungi pemanfaatannya dan tidak boleh
dilakukan alih fungsi kecuali dalam rangka pengadaan tanah untuk
kepentingan umum atau terjadi bencana. Pada kenyataannya, penerapan
LP2B belum menjamin berkurangnya laju konversi lahan sawah. Jaminan
keberhasilan implementasi kebijakan LP2B pada dasarnya tidak hanya
bergantung pada aspek teknis dan tata ruang, tetapi juga sangat dipengaruhi
olen aspek sosial. Kasus penetapan LP2B di Kabupaten Karawang
menunjukan bahwa terdapat kendala koordinasi, pemantauan dan insentif
yang menyebabkan kebijakan ini tidak optimal dalam menghentikan alih
fungsi. Kasus lain di Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga menunjukkan adanya
perbedaan antara peta LP2B dengan kondisi eksisting di lapangan dimana
telah terjadi perubahan fungsi lahan (Milaga, 2025). Meskipun demikian,
ditemukan fakta lain di Kabupaten Gowa bahwa implementasi LP2B mampu
mengendalikan laju alih fungsi lahan (Syarif, 2024).

Tantangan implementasi kebijakan LP2B juga dapat dicermati pada
kasus di Desa Labuapi. Desa Labuapi yang berbatasan langsung dengan
perkotaan, sedang mengalami alih fungsi lahan yang masif. Data dari Balai
Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Labuapi menunjukan bahwa Lahan
Baku Sawah (LBS) di Desa Labuapi mengalami penurunan luas LBS
sebanyak 2,72 ha dalam tiga tahun terakhir. Sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, seharusnya alih fungsi
lahan yang terjadi dapat dikendalikan. Kawasan LP2B di Desa Labuapi
memiliki luas 38,77 ha. Di dalam kawasan ini terdapat lima kelompok tani

yang aktif. Sebagian besar petani ini berusia 40 tahun ke atas. Untuk



selanjutnya penelitian ini akan mendalami dinamika penerapan kebijakan
LP2B dalam kaitannya dengan tantangan gerontokrasi pertanian yang terjadi
di Desa Labuapi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran
mengenai hubungan antara kebijakan perlindungan lahan pertanian dengan
masyarakat petani, khususnya dalam konteks keberlanjutan sektor pertanian
di tingkat desa. Untuk selanjutnya, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut
mengenai “Tantangan Gerontokrasi Pertanian Terhadap Implementasi
Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Desa Labuapi

Kabupaten Lombok Barat”.

Rumusan Masalah

Kebijakan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) adalah upaya
untuk menjamin keberlanjutan lahan sebagai pilar usaha tani (Satria et al.,
2018). Dalam pelaksanaannya LP2B menghadapi sejumlah tantangan
struktural, salah satunya adalah gerontokrasi pertanian. Kondisi ini terlihat
dari sulitnya akses generasi muda terhadap lahan dan peluang di sektor
pertanian akibat intervensi generasi tua dalam penguasaan dan pengelolaan
lahan (White, 2019). Tantangan tersebut diperburuk oleh tingginya
fragmentasi lahan yang menyebabkan lahan pertanian semakin kecil dan
tersebar. Fragmentasi tidak hanya menurunkan efisiensi usaha tani, tetapi juga
meningkatkan risiko terjadinya alih fungsi lahan (Heryanto & Nugraha,
2024). Situasi tersebut berimplikasi pada sulithya menjaga konsistensi
kawasan LP2B di lapangan, meskipun secara regulatif kawasan tersebut telah
ditetapkan sebagai wilayah yang tidak diperkenankan untuk dialihfungsikan.

Dalam konteks ini, terjadi atau tidaknya alih fungsi lahan tidak
menjamin lahan pertanian terdistribusi kepada kelompok usia muda.
Nurrokhman (2019) menegaskan minimnya pemenuhan kepentingan petani
dalam implementasi LP2B tergolong sangat kurang begitupun upaya untuk
pensejahteraan petani. Kondisi ini mendorong generasi muda untuk memilih
sektor lain di luar pertanian yang dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi.

Selain itu, dorongan urbanisasi mempengaruhi preferensi dan gaya hidup



generasi muda. Masalah akses generasi muda terhadap lahan pertanian
semakin terbatas karena kepemilikan dan penguasaan lahan didominasi oleh
generasi tua. Dominasi tersebut mencakup pengambilan keputusan,
pengelolaan dan pendistribusian lahan yang pada akhirnya menyebabkan
terbatasnya ruang partisipasi bagi generasi muda. Persepsi orang tua yang
memandang petani sebagai pekerjaan yang kurang layak diwariskan, serta
rendahnya tingkat kepercayaan untuk menyerahkan pengelolaan lahan kepada
generasi muda, menjadi faktor yang melatarbelakangi rendahnya minat
generasi muda untuk terjun dalam sektor pertanian.

Pemberian insentif yang belum optimal kepada pemilik lahan di
kawasan LP2B turut membentuk persepsi negatif di kalangan petani,
khususnya generasi muda. Hingga saat ini pemerintah belum menyediakan
program insentif berupa bantuan financial yang dapat mendorong minat
generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian (Susilowati, 2016).
Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2012 Tentang
Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pemberian
insentif lahan LP2B kepada petani hanya berupa pengembangan infrastruktur
pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas
unggul, kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi, penyediaan
sarana dan prasarana produksi pertanian, jaminan penerbitan sertipikat hak
atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta penghargaan
bagi petani berprestasi tinggi. Minimnya dukungan kepada kelompok usia
muda menjadi salah satu hambatan struktural yang memperlambat proses
regenerasi dalam sektor pertanian.

Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus pada respon petani terhadap
penetapan kebijakan LP2B. Respon petani terhadap suatu kebijakan memiliki
peran penting karena persepsi dan sikap akan mempengaruhi bentuk
dukungan maupun penolakan terhadap kebijakan (Pratama, 2021). Selain itu,
pola alih penguasaan dan pemilikan lahan pertanian menjadi aspek krusial
dalam memahami ketersediaan dan kemudahan akses lahan bagi generasi

muda. Pola tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap keberlanjutan struktur



agraria, tetapi juga menentukan keberlanjutan SDM petani secara lintas
generasi. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran dari implementasi
kebijakan LP2B dalam menjaga keberlanjutan pertanian, khususnya dalam

mendorong regenerasi petani di Desa Labuapi.

Pertanyaan Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tantangan gerontokrasi

pertanian terhadap implementasi kebijakan LP2B di Desa Labuapi,

Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Dengan demikian,

pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ini yaitu:

1. Berapa perbandingan kepemilikan tanah antara petani generasi tua dan
petani generasi muda di Desa Labuapi?

2. Bagaimana pola alih penguasaan dan pemilikan lahan pertanian dari
petani generasi tua ke petani generasi muda?

3. Bagaimana penetapan LP2B direspon oleh petani generasi tua dan petani
generasi muda?

4. Apakah penetapan LP2B di Desa Labuapi dapat mengendalikan laju alih
fungsi lahan pertanian?

5. Apakah penetapan LP2B menjamin ketersediaan lahan untuk petani

generasi muda dan regenerasi petani di Desa Labuapi?

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, penelitian ini
memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan perbandingan kepemilikan tanah antara petani generasi
tua dan petani generasi muda di Desa Labuapi serta problem gerontokrasi
yang terjadi di Desa Labuapi;

2. Mengidentifikasi pola alih penguasaan dan pemilikan lahan pertanian dari
generasi tua ke generasi muda di Desa Labuapi;

3. Menganalisis respon petani generasi tua dan petani generasi muda

terhadap penetapan kebijakan LP2B,;



4. Menganalisis penetapan LP2B pada pengendalian alih fungsi lahan
pertanian;
5. Menganalisis jaminan penetapan LP2B terhadap ketersediaan lahan bagi

petani generasi muda dan regenerasi petani di Desa Labuapi;

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan
baik secara akademis maupun praktis:

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu pertanahan dan
kebijakan agrarian, khususnya mengenai hubungan antara fenomena
gerontokrasi pertanian dengan implementasi kebijakan LP2B;

2. Menjadi referensi akademik mengenai regenerasi petani dan keberlanjutan
lahan pertanian pangan;

3. Menyediakan dasar pertimbangan bagi perbaikan kebijakan atau program
pendukung bagi petani muda di daerah pedesaan.



BAB VII
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai tantangan gerontokrasi pertanian
terhadap implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(LP2B) di Desa Labuapi, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kepemilikan dan penguasaan lahan pertanian di Desa Labuapi masih di
dominasi oleh petani generasi tua. Dari total 232 petani pada lima
kelompok tani, sebanyak 208 orang atau sekitar 90% merupakan petani
generasi tua, sedangkan petani generasi muda hanya 24 orang atau dekitar
10%. Kondisi ini menunjukkan bahwa gerontokrasi pertanian benar-benar
terjadi di Desa Labuapi, karena akses generasi muda terhadap lahan dan
pengambilan keputusan dalam usaha tani masih terbatas.

2. Pola alih penguasaan dan pemilikan lahan pertanian dari petani generasi
tua ke generasi berlangsung secara informal, bertahap dan berbasis
keluarga. Alih penguasaan lahan umumnya diawali dari generasi muda
yang mulai terlibat dengan membantu orang tua, belajar bertani, kemudian
diberi kesempatan mengelola sebagian lahan keluarga. Selain itu, petani
muda ada yang mengakses lahan melalui sewa tetapi akses ini terhambat
juga dikarenakan menyempitnya lahan, naiknya harga sewa tanah dan
tekanan alih fungsi lahan. Pola alih pemilikan lahan pertanian di Desa
Labuapi umumnya terjadi melalui pewarisan, bukan melalui hibah atau
balik nama secara langsung. Alih pemilikan biasanya baru berlangsung
setelah orang tua meninggal, sehingga terdapat pemisahan antara
penguasaan faktual dan kepemilikan secara adminitratif. Dalam banyak
kasus, lahan sudah dikelola oleh anak tetapi sertifikat tanah masih atas
nama orang tua. Hal ini memperlihatkan bahwa proses suksesi pertanian
berjalan secara formal dan mandiri.

3. Penetapan LP2B di Desa Labuapi pada dasarnya direspon cukup positif
oleh petani generasi tua maupun generasi muda karena dianggap dapat

menjaga keberlanjutan lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan.
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Namun, respon tersebut belum sepenuhnya kuat karena masih terdapat
keterbatasan pemahaman, minimnya sosialisasi, kekhawatiran terhadap
pembatasan pemanfaatan tanah warisan serta belum adanya insentif yang
dirasakan langsung oleh petani.

4. Penetapan LP2B di Desa Labuapi belum sepenuhnya efektif dalam
mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian. LP2B memang memiliki
kekuatan regulatif untuk membatasi pembangunan dan menjaga
keberadaan lahan pertanian, tetapi implementasinya masih menghadapi
tekanan pembangunan perumahan, lemahnya pengawasan, belum
optimalnya sosialisasi dan belum terealisasi nya insentif bagi petani. LP2B
lebih tepat dipahami sebagai instrument pengendalian yang potensial,
tetapi belum efektif secara penuh dan implementasinya.

5. Penetapan LP2B belum sepenuhnya menjamin ketersediaan lahan bagi
petani generasi muda dan regenerasi petani di Desa Labuapi. LP2B dapat
melindungi ruang pertanian secara fisik, tetapi belum otomatis menjamin
akses generasi muda terhadap lahan, kelayakan ekonomi usaha tani
maupun keberlanjutan pelaku pertanian. Regenerasi petani masih
terhambat oleh dominasi petani tua, fragmentasi lahan, menyempitnya
lahan pertanian, mahalnya sewa lahan, rendahnya minat generasi muda
serta lemahnya dukungan insentif dan kebijakan yang berpihak pada petani
muda. LP2B lebih berperan dalam melindungi objek pertanian berupa
lahan, tetapi belum sepenuhnya menjamin keberlanjutan subjek pertanian
berupa petani penerus.

B. Saran
1. Saran Akademis
Penelitian ini masih terbatas pada kajian di Desa Labuapi, sehingga
penelitian berikutnya dapat dilakukan pada wilayah yang lebih luas, baik
pada tingkat kecamatan maupun kabupaten. Kajian lanjutan diperlukan
untuk melihat apakah persoalan gerontokrasi pertanian, keterbatasan akses
lahan petani muda serta pelaksanaan LP2B juga terjadi di wilayah lain

dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat
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menggunakan pendekatan kuantitatif atau spasial untuk mengukur
perubahan penggunaan lahan dan tingkat efektivitas LP2B dalam menekan
alih fungsi lahan serta hubungannya dengan regenerasi petani. Dengan
demikian, kajian mengenai LP2B tidak hanya berhenti pada aspek
perlindungan lahan, tetapi juga dapat memperkaya pemahaman dalam
bidang pertanahan dan kebijakan agrarian mengenai keberlanjutan petani
lintas generasi.
. Saran Praktis

Untuk pemerintah daerah, pemerintah desa dan instansi terkait perlu
memperkuat pelaksanaan LP2B baik itu di lingkup desa seperti Desa
Labuapi atau secara menyeluruh melalui sosialisasi, pengawasan yang
lebih tegas serta pemberian insentif yang benar-benar dirasakan dan
bermanfaat untuk petani. Sosialisasi perlu dilakukan secara langsung
kepada petani agar mereka memahami tujuan, manfaat serta konsekuensi
dari penetapan LP2B. Pemerintah juga perlu mendorong program
regenerasi petani melalui pelibatan petani muda dalam pelatihan pertanian
modern, skema sewa atau kelola lahan yang terjangkau, kemitraan anatar
petani generasi tua dan generasi muda. Serta berbagai program inovatif
lainnya yang dirancang untuk menarik minat generasi muda agar bersedia
berpartisipasi dan berkarier di sektor pertanian sebagai petani modern.
Upaya tersebut diperlukan agar LP2B tidak hanya melindungi lahan secara
fisik, tetapi juga mampu menjamin ketersediaan lahan, meningkatkan
kesejahteraan petani serta mendukung keberlanjutan pertanian dan
membuka ruang yang lebih besar bagi petani muda khususnya di Desa

Labuapi.
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